
BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAM

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR &t TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
^ KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah

Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahur 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun

Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara R e p u b l i k
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembent; kan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provmsi Javva

< Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R e p u b i i k Indonesia

Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Nomor 4355);



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

7, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasionai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Keuangan Antara Pemermtah Pusat dan Pemerintah Daerai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

1 0. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara R e p u b ' i k
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

1 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Ta.mbahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubi ik
Indonesia Nomor 5679):

1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tenta i
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemermtah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubaha;;
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 200
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan da;
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembarar, Negar;
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Bad an Layanan Urnurn (Len;bar ;
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tarn bah;
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ' ;5C2':

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Penmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ::en:ang Siste
Informasi Keuangan. Daerah (Lembaran Negara R<
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576):

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repub l ik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedomar
Penyusunan dan Penerapan Standa.r Pelayanan M i n i m ; ! ;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor ! 51

Tambahan Lembaran Negara Republik I n d o n e s i a
4585):

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Reoubkk
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

v
Republik Indonesia Nomor 474]'

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang £
Akuntansi Pemenntahan (Lembaran Negara Republ..:
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Sen E);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Sen E);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

1 . Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 450.492.114.220,00
b. Dana Perimbangan Rp. 1.602.421.412.500,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah

yang sah Rp. 791.285.372.000,00
Jumlah Pendapatan Rp. 2. 844. 198.898 720,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 1.700.563.342.323,00
2) Belanja Hibah Rp. 13.642.621.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 13.743.740.000,00
4) Belanja Bagi Hasil Kepada

Prov/Kab/Kota dan Pemdes Rp. 14.391.828.595,00
5) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 443.564.785.650,00
6) Belanja Tidak Terduga REi___^OOOiOOaOQOiOO

RD. 2.



b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 26.050.202.635,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 536.159.497.439,00
3) Belanja Modal Rp. 413.017.416.528,00

Rp. 975.227.116.602,00
Jumlah Belanja Rp. 3.166.133.434.170,00
Defisit

3. Pembiayaan Daerah
a. Penenmaan Rp. 340.934.535.450,00
b. Pengeluaran Rp. 19.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 321.934.535.450,00
Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkeiiaan Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 1 tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran APBD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dituangkan
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.
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Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 3o De^emb-n-

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN


